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Abstract
This study examines the judicial reasoning applied by judges in fulfilling post-divorce rights, namely iddah maintenance, mut’ah, and child custody (hadhanah) in divorce by lawsuit cases, focusing on Decision Number 1096/Pdt.G/2025/PA.Part of the Pasuruan Religious Court. The research addresses the normative gap between Islamic legal provisions and judicial practice, particularly the tendency to omit iddah and mut’ah obligations when divorce is initiated by the wife. Positioned within normative legal scholarship, this study employs a case-based doctrinal approach by analyzing court decisions, statutory regulations, and relevant Islamic legal principles, including the Compilation of Islamic Law and maqāṣid al-sharīʿah. The findings reveal that the panel of judges did not base their decision solely on the procedural status of divorce by lawsuit, but rather considered juridical and factual aspects such as the economic capacity of the husband, the wife’s contribution during marriage, and the best interests of the child. However, despite acknowledging factual neglect of maintenance, the decision failed to impose iddah and mut’ah obligations, indicating an imbalance between formal legal reasoning and substantive justice. This study highlights the need for a more consistent judicial approach that prioritizes the protection of women’s and children’s rights through substantively just legal interpretation. 
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A. Pendahuluan 
Perceraian dalam praktik peradilan agama tidak hanya menandai berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dalam konteks cerai gugat, persoalan yang kerap muncul adalah tidak terpenuhinya nafkah iddah, mut’ah, dan penetapan hadhanah secara proporsional, meskipun secara normatif ketentuan tersebut telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realitas ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan praktik yudisial di pengadilan agama, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, khususnya istri dan anak. (Aliah, K. I., Sultan, L., & Fatimah, F. 2021)
Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban moral dan hukum suami terhadap mantan istri dan anak, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan pengasuhan. Namun, dalam praktiknya, cerai gugat sering dipahami secara sempit sebagai perceraian yang sepenuhnya disebabkan oleh kehendak istri, sehingga hakim cenderung mengabaikan kewajiban iddah dan mut’ah tanpa menggali lebih jauh sebab-sebab substansial yang melatarbelakangi gugatan tersebut. Pola penalaran semacam ini menimbulkan problem keadilan, karena tidak selalu cerai gugat lahir dari kesalahan istri, melainkan kerap dipicu oleh kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya selama perkawinan. (Ariani, T. B., Astawa 2024)
Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemenuhan nafkah pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat. Beberapa studi menekankan bahwa hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai layak tidaknya pemberian nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan kondisi konkret para pihak. Penelitian lain menyoroti kecenderungan positivistik dalam putusan pengadilan agama yang lebih menekankan aspek formal gugatan daripada keadilan substantif. Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dalam satu putusan konkret dengan menautkannya pada prinsip perlindungan hak dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam. (Bukido, R., Azzochrah 2025)
Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam pemenuhan nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah pada perkara cerai gugat melalui studi terhadap Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas. Penelitian ini tidak hanya memotret hasil putusan, tetapi juga menelaah pola argumentasi hukum yang digunakan hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan yuridis normatif berbasis studi putusan, penelitian ini berupaya menempatkan praktik peradilan dalam kerangka hukum yang lebih substantif. (Izzati, N. R. 2025)
Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dengan memberikan analisis kritis terhadap praktik pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan penalaran yudisial yang lebih berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan anak, sekaligus mendorong lahirnya putusan-putusan pengadilan agama yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif dan selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. (Amelia, F., Hasyim 2024)
B. Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). yang berfokus pada analisis putusan pengadilan agama. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam memenuhi hak-hak pascaperceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah dalam perkara cerai gugat. Objek utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas yang diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, karena putusan tersebut merepresentasikan praktik konkret penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks cerai gugat. (Herman 2022)
Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan karya akademik yang membahas hukum keluarga Islam, pertimbangan hakim, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam untuk memperjelas konsep dan istilah yang relevan. (Nasution et al. 2025)
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum menuju penerapannya dalam putusan yang dikaji. Analisis difokuskan pada konsistensi antara dasar hukum yang digunakan hakim, pertimbangan yuridis dan sosiologis yang dikemukakan dalam putusan, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum keluarga Islam. (Karmawan 2025)
Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak iddah, mut’ah, dan hadhanah pada perkara cerai gugat, sekaligus mengungkap aspek normatif yang perlu dikembangkan guna memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pascaperceraian. (Sapruddin 2024)
C. Hasil dan Pembahasan
1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas. Memperlihatkan bahwa Majelis Hakim menerapkan dasar hukum yang bersifat integratif dalam memutus perkara cerai gugat. Dasar hukum tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak memisahkan secara kaku antara hukum positif dan hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut diposisikan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam hukum keluarga. Dengan pendekatan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya mengejar kepastian hukum formal. Putusan juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak. Karakter integratif ini menjadi ciri khas peradilan agama. Oleh karena itu, putusan mencerminkan keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial.
Dari aspek kewenangan, Majelis Hakim mendasarkan pemeriksaan perkara pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah. Penegasan kewenangan absolut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Langkah tersebut merupakan kewajiban ex officio hakim dalam hukum acara perdata. Pemeriksaan kewenangan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga peradilan yang memeriksa perkara memiliki kompetensi yang sah. Dengan terpenuhinya aspek kompetensi absolut, putusan yang dijatuhkan terhindar dari cacat kewenangan. Hal ini penting untuk menjamin kekuatan hukum putusan. Sikap tersebut menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga legitimasi peradilan. Selain itu, langkah ini mencerminkan penerapan asas legalitas secara konsisten.
Dalam menilai alasan perceraian, Majelis Hakim menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut diterapkan karena fakta persidangan menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Hubungan suami istri tidak lagi berjalan harmonis sebagaimana mestinya. Selain itu, para pihak telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama. Upaya perdamaian yang dilakukan juga tidak membuahkan hasil. Kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya harapan realistis untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim menilai bahwa unsur alasan perceraian telah terpenuhi secara hukum. Oleh karena itu, gugatan cerai dinyatakan beralasan untuk dikabulkan.
Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dinilai tidak lagi dapat dicapai. Fakta persidangan justru menunjukkan adanya konflik berkepanjangan yang menimbulkan penderitaan bagi para pihak. Keadaan tersebut berpotensi melahirkan kemudaratan yang lebih besar apabila perkawinan tetap dipertahankan. Majelis Hakim memandang bahwa perceraian merupakan solusi hukum yang paling realistis. Pendekatan ini menekankan pada asas kemaslahatan. Hakim tidak hanya berpegang pada formalitas hukum semata. Dengan demikian, putusan diarahkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak. (Ramdani 2021).
Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan Majelis Hakim memiliki legitimasi fiqhiyah yang kuat. Dalam literatur fiqh, perceraian memang dipandang sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Namun demikian, perceraian tetap dibolehkan dalam keadaan tertentu. Para ulama sepakat bahwa perceraian dapat dilakukan apabila konflik rumah tangga tidak lagi dapat didamaikan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak dibenarkan apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan. Prinsip ini menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir. Dengan demikian, putusan hakim tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Pertimbangan tersebut justru mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga nilai keadilan.
Dalam aspek nafkah iddah dan mut’ah, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam putusan. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan pasca perceraian. Namun, dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak menetapkan kewajiban tersebut dalam amar putusan. Hal ini disebabkan tidak adanya tuntutan nafkah iddah dan mut’ah dalam petitum gugatan. Kondisi ini menunjukkan penerapan asas hukum acara perdata yang membatasi kewenangan hakim. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan melebihi tuntutan para pihak. Dengan demikian, tidak ditetapkannya nafkah tersebut merupakan konsekuensi prosedural.
Meskipun nafkah iddah dan mut’ah tidak ditetapkan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kewajiban nafkah selama perkawinan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar penilaian. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga. Kelalaian tersebut dipandang sebagai salah satu penyebab utama terjadinya konflik rumah tangga. Hakim menilai bahwa kegagalan memenuhi kewajiban ekonomi berdampak langsung pada keharmonisan keluarga. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan fakta material yang relevan. Analisis yang digunakan tidak bersifat formalistik semata. Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki kedalaman sosiologis.
Dalam penetapan hadhanah, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu. Fakta persidangan menunjukkan bahwa anak para pihak masih berusia belum dewasa. Selama ini anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan tumbuh dalam lingkungan yang relatif stabil. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim. Penetapan hak asuh kepada ibu menunjukkan konsistensi penerapan hukum Islam. Putusan ini juga mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan emosional anak. Dengan demikian, hadhanah diarahkan pada kemaslahatan anak.
Pendekatan Majelis Hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam teori hukum modern, penetapan hak asuh tidak hanya didasarkan pada norma tertulis. Kondisi psikologis dan sosial anak juga menjadi pertimbangan utama. Hakim dituntut untuk menilai pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam perkara ini, ibu dinilai lebih memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, penetapan hadhanah diarahkan pada perlindungan anak. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan prinsip perlindungan anak kontemporer. Dengan demikian, putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan.

2. Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Nafkah Iddah, Mut’ah, dan Hadhanah dalam Putusan Nomor 1096/pdt.G/2025/PA.Pas.
Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas. Menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pemenuhan nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah secara menyeluruh dengan memperhatikan karakter cerai gugat. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada norma hukum materiil, tetapi juga memperhatikan batasan hukum acara perdata yang melekat pada perkara. Posisi istri sebagai penggugat memiliki implikasi yuridis terhadap ruang gerak hakim dalam merumuskan amar putusan. Dalam perkara cerai gugat, inisiatif dan ruang tuntutan sepenuhnya berada pada pihak penggugat. Oleh karena itu, hakim tidak dapat bertindak di luar permintaan yang diajukan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga kepastian hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara keadilan dan prosedur menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pertimbangan hakim bersifat kontekstual dan proporsional.
Dalam konteks nafkah iddah dan mut’ah, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan tersebut secara tegas dalam petitum gugatan. Kondisi ini menjadi dasar utama tidak ditetapkannya kewajiban nafkah iddah dan mut’ah dalam amar putusan. Meskipun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara normatif mengatur hak tersebut, penerapannya tetap bergantung pada mekanisme gugatan. Hakim berpandangan bahwa penetapan kewajiban tanpa adanya tuntutan berpotensi melampaui kewenangan prosedural. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan asas legalitas dalam hukum acara perdata. Hakim memilih untuk tetap berada dalam koridor kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, tidak ditetapkannya nafkah iddah dan mut’ah merupakan konsekuensi yuridis. Putusan ini menegaskan keterikatan hakim pada struktur formil perkara.
Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas ultra petita yang membatasi hakim untuk tidak memutus melebihi apa yang diminta para pihak. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam perkara perdata, termasuk sengketa keluarga di peradilan agama. Hakim dalam perkara ini menempatkan dirinya secara pasif dan tidak mengambil peran untuk menambah tuntutan. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hakim hanya mengadili berdasarkan dalil dan petitum yang diajukan. Dalam konteks cerai gugat, keterbatasan ini menjadi sangat signifikan karena seluruh konstruksi perkara ditentukan oleh penggugat. Akibatnya, perlindungan hak ekonomi pasca perceraian sangat bergantung pada ketepatan perumusan gugatan. Ketidakhadiran tuntutan berdampak langsung pada tidak adanya amar terkait hak tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum pencari keadilan.
Meskipun nafkah iddah dan mut’ah tidak ditetapkan, Majelis Hakim tidak mengabaikan fakta kelalaian nafkah selama perkawinan. Fakta tersebut terungkap melalui keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar analisis. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban utama suami. Kelalaian nafkah dipandang sebagai pelanggaran kewajiban hukum. Selain itu, kelalaian tersebut dinilai berdampak langsung pada keharmonisan rumah tangga. Hakim menilai bahwa kondisi ini menjadi salah satu pemicu utama konflik. Dengan demikian, aspek nafkah tetap memiliki relevansi yuridis yang kuat.
Pendekatan hakim menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah tidak dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari setiap perceraian. Hak-hak tersebut ditempatkan dalam kerangka prosedural cerai gugat yang menuntut adanya permintaan eksplisit. Dalam perspektif fiqh, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mut’ah dan nafkah iddah berkaitan erat dengan bentuk perceraian serta tuntutan istri. Pandangan ini menunjukkan bahwa realisasi hak normatif sangat dipengaruhi oleh konteks hukum yang melingkupinya. Oleh karena itu, tidak ditetapkannya nafkah iddah dan mut’ah masih dapat dipahami secara fiqhiyah. Namun, dari sudut pandang perlindungan perempuan, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum. Hak ekonomi pasca perceraian berpotensi tidak terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, perumusan tuntutan yang komprehensif menjadi sangat penting.
Dalam hal hadhanah, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi anak hasil perkawinan para pihak yang masih belum mumayyiz. Usia anak yang masih membutuhkan pengasuhan intensif menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh. Penetapan hadhanah kepada ibu didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut mencerminkan pandangan hukum Islam yang mengutamakan kebutuhan emosional dan psikologis anak. Hakim juga menilai bahwa selama ini anak berada dalam pengasuhan Penggugat. Lingkungan pengasuhan yang relatif stabil menjadi faktor pendukung keputusan tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya kontinuitas pengasuhan yang penting bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada ibu dinilai paling sesuai dengan kondisi faktual.
Selain dasar normatif, Majelis Hakim juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan hukum orang tua. Hakim menilai bahwa stabilitas pengasuhan pasca perceraian merupakan faktor penting dalam menjaga kondisi psikologis anak. Kedekatan emosional antara anak dan ibu dipandang sebagai modal utama dalam proses tumbuh kembang. Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan anak modern. Dalam praktik peradilan, prinsip ini menjadi landasan utama dalam perkara hadhanah. Hakim tidak terjebak pada formalitas hak orang tua semata. Dengan demikian, penetapan hadhanah diarahkan pada kemaslahatan anak.
Dalam perspektif fiqh Islam, mayoritas ulama menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak pada usia dini. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa ibu memiliki kemampuan lebih dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Tujuan utama hadhanah dalam hukum Islam adalah menjaga kesejahteraan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, hak asuh tidak dipahami sebagai hak absolut orang tua. Hadhanah dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para ulama juga menegaskan bahwa hak asuh dapat berpindah apabila tidak lagi menjamin kemaslahatan anak. Orientasi utama hadhanah selalu terletak pada kepentingan anak. Pandangan ini memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam perkara a quo.
Meskipun hak hadhanah diberikan kepada ibu, Majelis Hakim tetap menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak berada pada ayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Namun, dalam perkara ini hakim tidak menetapkan besaran nafkah anak secara rinci. Tidak adanya tuntutan khusus mengenai nafkah anak menjadi faktor pembatas amar putusan. Hakim memilih untuk tidak melampaui kewenangan proseduralnya. Kondisi ini menunjukkan kembali pentingnya perumusan petitum yang tepat. Secara normatif, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah.
Menurut Wahbah az-Zuhaili, kewajiban nafkah anak lahir dari hubungan nasab, bukan semata-mata dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, kewajiban tersebut tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Ayah tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak, baik sandang, pangan, maupun pendidikan. Dalam konteks perkara ini, meskipun nafkah anak tidak dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan, kewajiban tersebut tetap melekat secara hukum. Putusan hakim lebih menitikberatkan pada penetapan status hukum hadhanah. Aspek teknis pemenuhan nafkah anak diserahkan pada tanggung jawab pihak ayah. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan amar putusan akibat tidak adanya tuntutan. Namun, hak nafkah anak secara hukum tetap dapat dituntut kemudian.
Menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kehati-hatian prosedural. Hakim secara konsisten membatasi diri pada tuntutan yang diajukan para pihak. Namun demikian, fakta-fakta penting seperti kelalaian nafkah dan kondisi anak tetap dianalisis secara mendalam. Tidak ditetapkannya nafkah iddah dan mut’ah mencerminkan keterikatan hakim pada hukum acara cerai gugat. Di sisi lain, penetapan hadhanah menunjukkan orientasi kuat pada kepentingan terbaik anak. Pertimbangan hakim tidak bersifat formalistik semata. Nilai keadilan substantif tetap diperhatikan dalam batas kewenangan yang dimiliki. Hal ini mencerminkan sensitivitas hakim terhadap aspek kemaslahatan.
Dengan demikian, pertimbangan hakim terkait pemenuhan nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah dalam Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas. mencerminkan praktik peradilan agama yang kontekstual dan berhati-hati. Hakim menempatkan fakta persidangan dan tuntutan para pihak sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Kepastian hukum tetap dijaga melalui kepatuhan pada hukum acara perdata. Pada saat yang sama, nilai keadilan dan kemaslahatan tetap diupayakan. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pasca perceraian sangat bergantung pada kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, peran penasihat hukum dan edukasi hukum menjadi sangat penting. Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan penerapan hukum keluarga Islam yang berimbang antara norma, prosedur, dan realitas sosial.

D. Simpulan  
1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PA.Pas. Didasarkan pada pendekatan hukum yang integratif antara hukum positif dan hukum Islam. Hakim tidak memisahkan secara dikotomis peraturan perundang-undangan dengan Kompilasi Hukum Islam, melainkan memposisikannya sebagai satu kesatuan sistem hukum keluarga. Pendekatan ini terlihat sejak tahap penegasan kewenangan absolut hingga penilaian alasan perceraian. Penerapan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim berpegang pada dasar hukum yang jelas dan relevan. Fakta perselisihan yang berlarut-larut serta kegagalan upaya perdamaian dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian. Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan demikian, putusan cerai gugat tersebut memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan asas legalitas.
Selain itu, pertimbangan hakim juga menunjukkan orientasi pada kemaslahatan para pihak. Hakim tidak semata-mata terikat pada formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari keberlanjutan perkawinan yang tidak harmonis. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar apabila perkawinan dipertahankan. Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai solusi hukum yang paling realistis. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan pencegahan kerugian. Dalam konteks ini, putusan hakim mencerminkan penerapan nilai keadilan substantif. Hakim berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan. Hal tersebut menunjukkan sensitivitas hakim terhadap realitas sosial para pihak. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan tidak bersifat kaku, melainkan kontekstual.
Dari perspektif fiqh, pertimbangan hakim juga memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Perceraian memang dipandang sebagai perbuatan yang dibenci, namun tetap dibolehkan dalam kondisi tertentu. Para ulama sepakat bahwa perceraian dapat ditempuh apabila konflik tidak lagi dapat diselesaikan secara damai. Pandangan ini menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir demi menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Hakim dalam perkara ini telah menempatkan perceraian dalam kerangka tersebut. Dengan mempertimbangkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan justru akan memperpanjang penderitaan. Oleh karena itu, putusan cerai gugat tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Sebaliknya, putusan tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga nilai keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim bersifat komprehensif dan berimbang.
2. Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara konsisten menerapkan prinsip hukum acara perdata, khususnya dalam konteks cerai gugat. Tidak ditetapkannya nafkah iddah dan mut’ah bukan disebabkan oleh pengabaian norma hukum Islam, melainkan karena tidak adanya tuntutan eksplisit dalam petitum gugatan. Hakim terikat pada asas ultra petita yang melarang pemutusan perkara melebihi apa yang diminta para pihak. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga batas kewenangan proseduralnya. Dengan demikian, putusan mencerminkan kepastian hukum formil. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pasca perceraian sangat bergantung pada ketepatan perumusan gugatan. Oleh karena itu, kesadaran hukum para pihak menjadi faktor yang sangat menentukan.
Meskipun nafkah iddah dan mut’ah tidak ditetapkan, hakim tetap mempertimbangkan fakta kelalaian nafkah selama perkawinan. Analisis terhadap Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim tidak bersikap formalistik. Kelalaian nafkah dinilai sebagai pelanggaran kewajiban hukum suami dan menjadi salah satu penyebab utama konflik rumah tangga. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tetap memperhatikan aspek keadilan substantif. Fakta material yang relevan tidak diabaikan meskipun tidak seluruhnya berimplikasi pada amar putusan. Hal ini mencerminkan adanya keseimbangan antara prosedur dan substansi. Hakim tetap mencatat dan menilai fakta penting yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki kedalaman yuridis dan sosiologis. Pendekatan ini menunjukkan profesionalitas hakim dalam menilai perkara keluarga.
Dalam hal hadhanah, Majelis Hakim secara tegas mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan hak asuh kepada ibu didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan fakta bahwa anak masih belum mumayyiz. Hakim menilai bahwa ibu lebih mampu memberikan pengasuhan yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum modern. Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, kewajiban nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah. Tidak ditetapkannya besaran nafkah anak kembali menunjukkan keterikatan hakim pada tuntutan yang diajukan. Namun secara normatif, kewajiban tersebut tetap melekat dan dapat dituntut di kemudian hari. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan orientasi kuat pada kemaslahatan anak. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan praktik peradilan agama yang berhati-hati, kontekstual, dan berimbang antara norma, prosedur, dan keadilan.
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